WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah
satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja,
dan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa  berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan
Walikota Nomor 7 Tahun 2021 dimaksud, perlu dilakukan
beberapa penyempurnaan,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1



2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887} sebagaimana telah diubah
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1887, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana yang
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Anggaran Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor g,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA.



Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun

2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 7),
diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 1 {satu)
angka yakni angka 8a, dan diantara angka 20 dan angka 21
Pasal 1 disisipkan 2 (dua} angka yakni angka 20a dan 20b,
sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kota Bukittinggi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Bukittinggi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah.

Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Unit SKPD adalah bagian Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa program.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
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8a.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya
disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah
Daerah yang merupakan fungsi dari Lkeberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada
produktifitas dan disiplin.

Basic TPP adalah jumlah tambahan penghasilan pegawai
yang diperoleh dari parameter kelas jabatan, indeks
kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi
dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan
organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi, yang selanjutnya disingkat
JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA
adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF
adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan  dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Guru Plus adalah guru (tidak termasuk guru CPNS) yang
mengajar dan memiliki satu atau lebih tugas-tugas

tambahan seperti walikelas, guru kelas pada sekolah
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16.

17.

18.

19.

20.

20a.

dasar, ketua majelis guru mata pelajaran, koordinator
kelompok kerja guru, kepala bidang, kepala program,
kepala program keahlian, kepala jurusan, kepala bengkel
atau  setara, kepala laboratorium, koordinator
perpustakaan sekolah atau setara, pembimbing ekstra
kurikuler, pembina OSIS, dan tugas tambahan lainnya
yang setara.

Guru biasa adalah guru yang tidak memiliki tugas-tugas
tambahan selain mengajar.

Jabatan Pelaksana adalah merupakan kelompok jabatan
yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan
kegiatan pelayanan  publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan
yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil bukan
bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk
memulihkan kerugian daerah.

Laporan Harta Kekayaan Penyelengaraan Negara, yang
selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta
kekayaan Wajib Lapor harta kekayaan penyelenggaran
negara, yang dituangkan dalam Formulir Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disebut LHKASN adalah laporan harta
kekayaan yang disampaikan oleh Pejabat dan Pegawai
selain Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni
uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya,
baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana

elektronik atau tanpa sarana elektronik.



20b.Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Bukittinggi yang

21.

22.

23.

24.

selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang
bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi
pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota
Bukittinggi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pengguna  Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 22

Besaran TPP berdasarkan kriteria pemberian TPP ASN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan
Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Khusus untuk Kelompok Guru Sertifikasi dan Guru
Non Sertifikasi Besaran TPP tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.



3. Ditambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (2) Pasal 24 yakni

huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) TPP yang diterima Pegawai ASN setiap bulan dapat

(2)

dikurangi berdasarkan Disiplin kerja.

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), TPP yang diterima Pegawai ASN juga dapat

dikurangi bagi Pegawai ASN yang dikenai sanksi

akibat:

a. menguasai Barang Milik Daerah yang bukan haknya,;

b. dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian;

c. belum/tidak tepat waktu penyerahan LHKPN dan
LHKASN; dan/atau

d. Tidak melaporkan penerimaan dan/atau penolakan
gratifikasi kepada Komisi Pemberantan Korupsi atau
UPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan atas pemberian yang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban

atau tugasnya.

4. Diantara Pasal 31 dan 32 disisip 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
31A, sehingga Pasal 31A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(1) Pengurangan TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang

terbukti menerima gratifikasi namun tidak
melaporkannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

(2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27

huruf d terkait dengan hukuman disiplin Pegawai ASN.



5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

(1) PNS yang rotasi, mutasi, penyesuaian/inpassing,
promosi, atau penurunan jabatan antar SKPD/Unit
SKPD sampai tanggal 10 bulan berjalan, maka TPP
dibayarkan pada jabatan baru di bulan berikutnya .

(2) PNS yang rotasi, mutasi, penyesuaian/inpassing,
promosi, atau penurunan jabatan antar SKPD/Unit
SKPD setelah tanggal 10 bulan berjalan dibayarkan TPP
pada jabatan lama di bulan berikutnya.

(3) Penilaian dilakukan oleh atasan langsung pada akhir

periode penilaian TPP.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Mekanisme pembayaran TPP kepada Pegawai ASN yang
mengalami mutasi antara Instansi (pindah masuk) dari
Pemerintah Daerah/instansi lain pembayaran TPP
dilakukan setelah yang bersangkutan melaksanakan
tugas paling sedikit 6 (enam) bulan di Pemerintah
Daerah.

(2) Dalam hal Pegawai ASN yang mengalami mutasi
disebabkan lulus seleksi terbuka jabatan tinggi pratama
dan yang bersangkutan ditetapkan dalam jabatan
tersebut maka pembayaran TPP dihitung sejak

melaksanakan tugas.



7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 36
(1} Pegawai ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai
pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Penjabat
dapat diberikan TPP tambahan jika menjabat dalam

jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

(2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pelaksana tugas
atau Pelaksana harian atau Penjabat jabatan
struktural diberikan TPP dengan rincian sebagai
berikut:

a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung
yvang merangkap sebagai pelaksana tugas atau
pelaksana harian atau Penjabat penerima TPP ASN
tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari
TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas
atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;

b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana tugas
atau pelaksana harian atau Penjabat menerima TPP
ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh
persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada
Jjabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya.

c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat defenitif yang
berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang
merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana
harian atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada
Jjabatan TPP ASN yang tertinggi.

d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai vang
merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana
Harian atau penjabat dibayarkan terhitung mulai
tanggal jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau

Pelaksana harian atau Penjabat.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR .30
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